
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 37 TAHUN 2022 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEMBAKAL, 
PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga 

Satuan Regional, maka perjalanan dinas yang dilakukan 
oleh Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah saat ini perlu dilakukan penyesuaian 
kembali; 

b. bahwa untuk penyesuaian besaran uang harian dan uang 
penginapan perjalanan dinas bagi Bagi Pembakal, 
Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah maka Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas 
Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perjalanan 
Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 



Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang 
undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan, dan Pelantikan serta Pemberhentian 
Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 93) 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan, dan Pelantikan serta Pemberhentian 
Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2022 Nomor 02); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
107); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 108) 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan 



Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 02); 

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 

2019 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomr 7 Tahun 

2019 tentang Pedoan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 

Nomor 31); 

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Nomor 27 

Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, 

Perangkat Desa, Badan Permusyawatan Desa, dan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah 
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi 
Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 27 
TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI 
PEMBAKAL, PERANGKAT DESA, BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI 
TENGAH 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 
Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 
11) diubah sebagai berikut: 



1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut; 

Pasal 10 

Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni : 

a. Tingkat A untuk Pembakal, Ketua BPD; 

b. Tingkat B untuk Sekretaris Desa, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, 

dan Anggota BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Pelaksana 

Teknis/ Kewilayahan, serta Pengurus/Anggota Lembaga 

Kemasyarakatan Desa; 
c. Tingkat C untuk orang/individu, dan kelompok masyarakat. 

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut; 

Pasal 33 

Bentuk Format seperti Surat Perintah Tugas, SPPD, Laporan Hasil 
Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Pernyataan Kehilangan 
Boardingpass, dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Lampiran I diubah. 

4. Ketentuan Lampiran II diubah. 

5. Ketentuan Lampiran III diubah. 

6. Ketentuan Lampiran IV diubah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah. 

Ditetapkan di Barabai 

pada tanggal 19 Oktober 2022 

Diundangkan di Barabai 

pada tanggal: 19 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGA! TENGAH, 

MUHAMMAD YANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGA! TENGAH TAHUN 2022 

NOMOR 37 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

ttd

AULIA OKTAFIANDI

ttd




